
Sesuai visi-misi tentang In-
donesia yang sejahtera,demo-
kratis, dan berkeadilan,

pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY)-Boediono me-
nempatkan hukum sebagai agenda
pembangunan setelah ekonomi,
perbaikan tata kelola pemerintah-
an,dan penegakan pilar demokrasi.
Agenda itu bukan hanya menjadi
monopoli Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia (Depkumham)
meski tugas Depkumham adalah
membantu Presiden dalam menye-
lenggarakan sebagian urusan
pemerintahan di “bidang hukum
dan hak asasi manusia”.

Setelah Reformasi, peran Dep-
kumham terbatas dalam me-
ngelola lembaga pemasyarakatan,
imigrasi, kenotariatan, pendaf-
taran badan hukum (Sismin-
bakum). Pembinaan badan-badan
peradilan sudah beralih sepenuh-
nya di tangan Mahkamah Agung.
Selebihnya, Depkumham
memberikan pelayanan
informasi hukum dan
berperan dalam legis-
lasi. Peran legislasi ter-
masuk melakukan sin-
kronisasi dan harmoni-
sasi peraturan per-
undang-undangan agar
tidak tumpang-tindih dan
carut-marut. Depkumham ber-
peran merancang aturan untuk
mengimplementasikan haluan
konstitusi di bidang HAM, misal-
nya guna mewujudkan hak kaum
miskin atas bantuan hukum.

Memahami hukum sebagai
sistem dan mekanisme perlindung-
an hak, tantangan pemerintah di
bidang hukum mencakup sub-
stansi hukum di ranah politik dan
kebijakan (politik legislasi dan
regulasi), terutama dalam peme-
nuhan dan perlindungan hak-hak
konstitusional warga negara, pro-
gram reformasi kelembagaan dan
peningkatan kinerja lembaga-lem-
baga hukum (politik penegakan
hukum) dalam rangka tegaknya ne-
gara hukum (rule of law), serta pe-
ningkatan independensi dan akun-
tabilitas yudikatif dan aparat
penegak hukum.

Politik Legislasi
Pemerintah harus menyadari

bahwa peningkatan kuantitas le-
gislasi tidak serta-merta menjamin
kualitas UU. Legislasi harus di-
utamakan dalam rangka imple-
mentasi seluruh materi HAM da-
lam UUD 1945, meninjau dan me-
revisi produk perundang-un-
dangan yang menghambat proses
demokratisasi politik, mem-
prioritaskan UU yang
berdampak kepada ke-
sejahteraan rakyat
banyak serta pe-
negakan dan per-
l i n d u n g a n
HAM.

Dirintis se-
jak tahun 2000,
akhirnya Inter-
national Cove-
nant on Economic, Social
and Cultural Rights telah
diratifikasi melalui UU No.
11/2005 dan International Co-
venent on Civil and Political
Rights melalui UU No. 12/2005.
Capaian legislasi ini harus di-
topang dengan keselarasan ber-

bagai aturan. Tarik-ulur antara
Komnas HAM, Kejaksaan

dan DPR dalam pe-
nanganan pelanggaran
berat HAM masa lalu,
atau ketegangan antara

UU Keterbukaan Infor-
masi Publik dengan RUU
Rahasia Negara, merupa-
kan contoh kebutuhan
nyata sinkronisasi di-

maksud.
Banyak UU yang diuji dan di-

batalkan oleh Mahkamah Konsti-
tusi (MK) membuktikan bahwa sin-
kronisasi antara UU dengan konsti-
tusi juga merupakan kebutuhan
nyata di bidang hukum. Hal yang
sama dirasakan dalam hubungan
pusat-daerah, terutama terkait
kewenangan daerah dalam meng-
atur dan menyelenggarakan urus-
an otonomnya. Sinkronisasi per-
aturan-peraturan di daerah de-
ngan UU tidak boleh hanya dilihat
dari sudut pandang eksekutif de-
ngan semangat sentralisasi, yaitu
melalui kewenangan Presiden
membatalkan perda.

Dalam konteks sinkronisasi
dengan kepentingan daerah itu
diperlukan peningkatan peran
DPD (Dewan Perwakilan daerah)
melalui amandemen konstitusi

tentang hubungan eksekutif-legis-
latif (Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945),
sehingga menguatkan semangat
desentralisasi dan memperlancar
mekanisme checks and balances

antara legislatif-eksekutif. Masih
diragukan bahwa SBY dan

Partai Demokrat akan
menggulirkan aman-

demen konstitusi
untuk tujuan ini.

Politik
Penegakan
Hukum

S B Y - B o e -
diono menjanjikan

Indonesia yang demo-
kratis disertai dengan te-

gaknya rule of law tetapi be-
lum menguraikan rincian
cara untuk mencapai ne-
gara hukum yang demo-
kratik ini.Tegaknya rule of
law berarti menuntut sis-
tem hukum dan kerja lem-

baga penegak hukum yang
menjamin kepastian hukum

bagi seluruh rakyat Indonesia.
Masyarakat akan merasa aman
dalam berusaha, rakyat kecil ter-
jamin haknya memperoleh pe-
kerjaan dan tak terhalang oleh
praktik monopoli maupun kartel.

Kinerja lembaga-lembaga hu-
kum saat ini justru tak menggem-
birakan. Saling sodok di antara
lembaga penegakan hukum se-
dang mengemuka, termasuk di
antara lembaga-lembaga negara
yang menyandang fungsi represif
dan pengawasan. Komisi Pem-
berantasan Korupsi (”) saling so-
dok dengan Kepolisian RI
maupun Kejaksaan Agung.Badan
Pengawas Keuangan dan Pemba-
ngunan (BPKP) bergesekan de-
ngan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) karena hendak mengaudit
”. Mahkamah Agung sempat
menutup diri dari audit oleh BPK.
Kewenangan Komisi Yudisial
(KY) untuk mengawasi hakim di-
mandulkan MK dan kini hakim
MK belum dapat diawasi secara
eksternal oleh KY.

Gesekan dan konflik kewe-
nangan di atas menggambarkan
suatu sistem hukum yang tidak
koheren. Kalau pada zaman Orde
Baru kesemuanya dapat dikendali-
kan di bawah presiden,kini terbukti
bahwa kewenangan atau tugas
lembaga-lembaga itu dirumuskan
secara kurang baik dalam UU.
Pemerintah-eksekutif dapat ber-
inisiatif memperbaikinya, tanpa
harus menjadi penguasa otoriter
yang sukses mengendalikan seluruh

institusi penegakan hukum untuk
kepentingan kekuasaan. Tetapi
usaha mengebiri ”dan Pengadilan
Tipikor tampak membayangi
pemerintahan SBY-Boediono.

Reformasi Peradilan
Setelah berhasil menyatukan

administrasi peradilan di bawah
MA, membentuk berbagai pe-
ngadilan khusus dan MK, refor-
masi peradilan masih belum ber-
hasil membangun kekuasaan yudi-
katif yang independen dan akun-
tabel (independent and accountable
judiciary).Citra lembaga peradilan
di mata masyarakat masih rendah.
MA mencoba menghilangkan citra
buruk itu melalui agenda keter-
bukaan peradilan, misalnya
berupa publikasi putusan dalam
situs www.putusan.net, dan ber-
sama KY menyusun kode etik dan
pedoman perilaku hakim.

Reformasi peradilan seharus-
nya dibarengi dengan usaha me-
ningkatkan profesionalisme kerja
dan akuntabilitas hakim maupun
aparat penegak hukum. Pemerin-
tah bertanggung jawab mening-
katkan kemampuan Komisi Ke-
polisian Nasional (Kompolnas)
maupun Komisi Kejaksaan (Kom-
jak) dalam melakukan tugas peng-
awasan terhadap kepolisian dan
kejaksaan. Dalam rangka refor-
masi birokrasi lembaga hukum itu
pelembagaan Ombudsman Re-
publik Indonesia (UU No 37/2008)
harus ditangani serius untuk
meningkatkan tertib administrasi
dan pelayanan oleh lembaga-
lembaga hukum.

Pelayanan itu tidak dapat ber-
jalan baik tanpa menghilangkan
potensi penyalahgunaan kekuasa-
an oleh kepolisian,kejaksaan mau-
pun pengadilan yang terkandung
dalam KUHAP (Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana).
Revisi harus segera diselesaikan
karena KUHAP merupakan aturan
pokok dalam penegakan hukum
pidana terpadu (integrated crimi-
nal justice system).

Tantangan bidang hukum da-
lam uraian di muka tidak cukup
hanya diselesaikan oleh Dep-
kumham. Tetapi Presiden dapat
merumuskan kebijakan umum
pembangunan hukum yang se-
cara langsung atau tak langsung
dapat menjawab tantangan ter-
sebut.(*)

Hanya beberapa hari sesu-
dah bebas dari penjara Su-
kamiskin yang menyekap-

nya selama dua tahun,Bung Karno
berpidato di depan Kongres Indo-
nesia Raya di Surabaya pada tahun
1931.Dalam pidatonya yang meng-
gelegar, Bung Karno antara lain
berkata: “Berilah saya seribu orang
tua, saya bersama mereka kiranya
dapat memindahkan gunung Se-
meru.Tetapi,apabila saya diberi se-
puluh pemuda yang bersemangat
dan berapi-api kecintaannya ter-
hadap bangsa dan tanah air tanah
tumpah darahnya,saya akan dapat
menggemparkan dunia!”

Demikian penting dan stra-
tegisnya peran pemuda, tetapi
baru setelah 64 tahun Indonesia
merdeka kita akan memiliki
Undang-Undang tentang Kepe-
mudaan. Pada 9 September yang
lalu, Komisi X Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (DPR
RI) dan Menteri Negara Pemuda
dan Olahraga bersepakat untuk
melanjutkan pembahasan me-
ngenai RUU Kepemudaan ke pem-
bicaraan tingkat I dalam rapat
paripurna DPR RI untuk disahkan
menjadi Undang-Undang.

Patut disyukuri akhirnya Pe-
merintah datang dengan inisiatif
mengajukan Rancangan Undang-
Undang tentang Kepemudaan un-
tuk dibahas bersama DPR. Sikap
luwes Pemerintah dalam proses
pembahasan RUU ini menyebab-
kan pembahasan berjalan lancar,
dan substansi RUU menjadi lebih
kaya.

Mengakhiri Ironi Sejarah
Kita semua tahu,peran para pe-

muda sangat besar bagi kelahiran
Republik ini. Membaca buku In
Memoriam Mengenang yang Wafat,

karya wartawan senior H Rosihan
Anwar, kita tersentak. Ternyata
mayoritas tokoh pejuang kita men-
cemplungkan dirinya di kancah
revolusi kemerdekaan 1945 pada
permulaan usia 20 tahunan. Dua
tokoh utama revolusi kemerdeka-
an, Soekarno-Hatta, juga memulai
kiprahnya pada awal usia 20 tahun.
Tidak keliru jika Ben Anderson
bahkan menyebut revolusi
Indonesia pada tahun
1945 adalah revo-
lusinya para
pemuda.

A w a l
1960-an
sampai

awal masa
p e m e r i n t a h a n

Orde Baru  kita masih bisa
menyaksikan penampilan tokoh-
tokoh usia muda di pentas kehi-
dupan bangsa.Akan tetapi,seiring
dengan perkembangan politik
yang makin monolitik dengan
masa jabatan presiden yang tidak
terbatas periodenya, berlangsung-
lah proses penuaan dalam kepe-
mimpinan bangsa.Jika di masa lalu
tokoh-tokoh usia 20-an (seperti
Gubernur Militer Jakarta Daan
Jahja dan Menteri Pemuda Su-
peno)  atau 30-an (seperti Perdana
Menteri Sutan Sjahrir dan Menteri
Penerangan M Natsir) sudah tam-
pil mengambil tanggung jawab ke-
pemimpinan bangsa, di masa yang
belakangan “anak-anak muda”
usia 40-an bahkan masih mem-
perebutkan jabatan di organisasi
kepemudaan.Inilah ironi dalam se-
jarah pergerakan kaum muda kita!

Melalui Undang-Undang ten-
tang Kepemudaan, kita ingin
mengakhiri ironi tersebut. Prinsip
dasar DPR dan Pemerintah, pe-
muda bukan objek, tetapi subjek
yang seperti dikatakan Bung
Karno di atas,“Dengan sepuluh pe-
muda yang bersemangat dan
berapi-api kecintaannya terhadap
bangsa dan tanah air tanah tumpah
darahnya, saya akan dapat meng-

gemparkan dunia!”
Sejak awal pembahasan,semua

fraksi menyampaikan sikap tidak
ingin melahirkan Undang-Undang
tentang Kepemudaan yang akhir-
nya bakal menelikung para pe-
muda itu sendiri, seperti pernah
dialami oleh para aktivis pemuda
di masa lalu. Dalam kerangka ini,
meskipun barangkali terasa naif
dan agak berlebihan, fraksi-fraksi
di Komisi X bersepakat meng-
hindari penggunaan kata-kata
yang memiliki makna konotatif,
seperti “pembangunan”dan “pem-
binaan”.

Revolusi Berpikir
Di masa peralihan dari Orde

Lama ke Orde Baru, kita tidak
mungkin melupakan peran besar
Kesatuan Aksi Mahasiswa Indo-
nesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi
Pemuda dan Pelajar Indonesia
(KAPPI). Anehnya, naskah awal
RUU ini, sama sekali tidak me-
nyentuh organisasi-organisasi ke-
mahasiswaan dan pelajar.Padahal
organisasi kemahasiswaan seperti
Himpunan Mahasiswa Islam
(HMI), Ikatan Mahasiswa Muham-
madiyah (IMM),Pergerakan Maha-
siswa Islam Indonesia (PMII) dan
Gerakan Mahasiswa Nasional
Indonesia (GMNI) atau organisasi
kepelajaran seperti Pelajar Islam
Indonesia (PII), Ikatan Pelajar
Nahdlatul Ulama (IPNU), dan

Ikatan
P e l a j a r

Muhammadiyah
(IPM) secara faktual sudah

ada sejak awal kemerdekaan  dan
sudah pula memberikan sumba-
ngannya bagi kemajuan masya-
rakat,bangsa,dan negara kita.

RUU ini tidak bisa dan tidak
boleh mengabaikan keberadaan
organisasi-organisasi kemahasis-
waan dan kepelajaran tersebut.
Alhamdulillah, pemikiran ini di-
sambut oleh teman-teman di se-
luruh fraksi.Bahkan di akhir proses
pembahasan RUU ini, perdebatan
mengenai batas bawah usia pe-
muda, sebagai ikhtiar untuk lebih
mengakomodasi keberadaan orga-
nisasi kepelajaran, sempat me-
manas walaupun akhirnya tercapai
titik temu.

Batasan usia pemuda dalam
RUU ini semula 18 sampai 35
tahun. Sesudah perdebatan yang
cukup panas batasan umur pe-
muda dalam RUU ini berubah
menjadi 16 sampai 30 tahun. Ke-
sepakatan mengenai batasan umur
ini tidak sekadar bernilai refor-
matif,bahkan merupakan revolusi
cara berpikir yang bakal  men-
jungkirbalikkan tatanan status quo
kepemudaan. Dengan batasan
umur ini, di masa depan kita tidak
akan lagi melihat orang-orang ber-
usia 40 bahkan 50 tahunan masih
asyik saja berkiprah dalam orga-
nisasi kepemudaan. RUU ini insya
Allah akan memudakan kembali
Indonesia kita.

Pelayanan Menjadi Kunci
Kata kunci dalam RUU ini

adalah pelayanan! Jika di masa lalu
kata pembangunan adalah mantra
yang bisa memberangus siapa saja,

pada RUU ini pembangunan
kepemudaan pun harus
dimaknai sebagai proses mem-

fasilitasi segala hal yang ber-
kaitan dengan kepemudaan.

Dengan kata kunci itu, maka
kelahiran RUU ini menandai
dimulainya babak baru sikap dan
cara pandang Pemerintah ter-
hadap para pemuda. Negara dan
Pemerintah tidak boleh lagi me-
lihat pemuda sebagai objek yang
harus dibina –jika tidak bisa dibina
dibinasakan saja. Pemuda adalah
subjek yang harus dilayani, di-
sadarkan, diberdayakan, dan
dikembangkan potensinya.

Konsekuensi dari pandangan
baru ini, Pemerintah dan peme-
rintah daerah bukan saja harus me-
nyediakan anggaran untuk mela-
yani aktivitas para pemuda,juga ha-
rus berhenti mengarah-arahkan
para pemuda untuk berhimpun ha-
nya di suatu wadah organisasi ter-
tentu.

Dengan cara pandang baru
kepemudaan, dalam waktu yang
tidak terlalu lama lagi,kaum muda
kita akan kembali kepada jati diri-
nya seperti disebut RUU ini: me-
miliki semangat kejuangan, ke-
sukarelaan, tanggung jawab,
ksatria, memiliki sifat kritis,
idealis,inovatif,progresif,dinamis,
reformis,dan futuristik.

Semua hal ideal itu, hanya
mungkin terwujud, jika Peme-
rintah segera bekerja keras untuk
menerbitkan Peraturan Pemerin-
tah dan Peraturan Menteri yang
diamanatkan oleh RUU ini.RUU ini
memang memberi waktu paling
lambat dua tahun bagi Pemerintah
untuk menyelesaikan Peraturan Pe-
merintah dan Peraturan Menteri,
tentu akan lebih baik jika sebelum
dua tahun semuanya sudah ram-
pung.Wallahu ‘alam bi al shawab.(*)
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KEINGINAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk
membangun Indonesia ke depan yang lebih baik memerlukan
kebersamaan dari semua pihak.Hal itu pantas untuk kita beri garis besar
yang tebal untuk ditelaah bersama. Pernyataan yang dikemukakan pada
saat buka puasa bersama dengan partai koalisi kemarin itu menggugah
kita: kebersamaan seperti apa yang diinginkan Presiden SBY? Secara
tekstual, kalimat yang diungkapkan Presiden SBY sangat baik karena di
substansi pernyataan itu jelas bahwa untuk sebuah bangsa yang lebih baik
tentu memerlukan kebersamaan dari semua pihak.

Yang disebut Presiden SBY, kebersamaan itu diperlukan datang dari
kalangan pengusaha dan perguruan tinggi.Tentu yang kita harapkan tidak
hanya pengusaha dan perguruan tinggi,tetapi juga lembaga-lembaga lain,
organisasi-organisasi lain, institusi lain yang memiliki komitmen
membangun bangsa harus bisa bersinergi saling mendukung untuk sebuah
keinginan besar mewujudkan Indonesia masa depan yang lebih baik.
Sesuai khitah masing-masing, setiap institusi harus bisa lebih fokus
menggarap bidang sendiri sampai membuahkan sebuah prestasi yang
gemilang untuk memberi citra bangsa yang berhasil.

Kita meyakini ketika semua elemen bangsa punya hasrat yang sama
untuk membangun bangsa lebih baik, dengan dimulai dari niat dan
keyakinan yang kuat bahwa kita bisa, tentu hal itu akan dapat
melapangkan jalan untuk mencapai predikat lebih baik. Syarat lain,
bagaimana setiap elemen bangsa bisa menunjukkan kerja keras yang
cerdas tanpa menyerah,harapan untuk bisa mengantarkan Indonesia yang
lebih baik,juga semakin dekat.Memang semangat bisa lebih baik ini harus
terus-menerus dikampanyekan, dimulai dari tingkat atas sampai level
bawah, dari pusat sampai daerah. Misinya adalah agar tujuan itu bisa
diwujudkan bersama,tidak hanya dari pusat,tetapi juga dapat dukungan
kuat dari daerah dan mereka yang ada di level bawah.

Sudah saatnya memimpikan Indonesia yang lebih baik menjadi jargon
yang terus-menerus didengungkan dalam setiap kesempatan.Tujuannya
agar semangat lebih baik terpatri dalam hati setiap anak bangsa.Dengan
pendekatan ini, tidak ada lagi dari anak bangsa yang berpikir negatif
maupun bersikap destruktif tentang pembangunan bangsa. Yang ada
nantinya adalah, setiap anak bangsa akan terus berpikir positif dan
bersikap dengan pendekatan yang lebih konstruktif.

Belajar dari pengalaman dalam pembangunan bangsa,persoalan utama
yang menjadi ganjalan sampai sekarang adalah masih kuatnya cara
berpikir yang negatif,bersikap destruktif,dan bermental yang cenderung
hipokrit.Inilah hal mendasar yang masih menjadi selimut bangsa ini dalam
mencapai cita-cita yang lebih baik. Kultur ini, tidak hanya muncul di
kalangan level bawah,menengah,tetapi juga terlalu kuat di level atas.Yang
paling merisaukan,ketika kultur yang negatif tersebut terlalu kuat di level
atas, implikasinya sangat panjang. Mengapa? Mereka adalah kelompok
pengambil keputusan dan pembuat kebijakan sehingga ketika ada
ambiguitas dan cara berpikir yang negatif dan memiliki sikap yang
destruktif,keputusan maupun kebijakan yang akan diambil tidak memberi
manfaat yang baik bagi kepentingan bangsa yang lebih besar.Banyak kasus
di negeri ini yang bisa dibaca dengan jelas akibat dari sikap ambiguitas yang
dominan telah menimbulkan polemik dan kontroversi yang panjang.

Pengalaman ini memang sudah saatnya distop agar masa depan kita bisa
lebih terang. Kita sangat setuju, semua elemen bangsa terlibat dalam
kebersamaan mewujudkan Indonesia yang lebih baik.Namun,kebersamaan
itu juga harus bisa dalam posisi equal,yakni semua elemen bangsa memiliki
keterlibatan yang kuat.Tidak ada yang merasa hanya menjadi subjek dan
yang lain terus-menerus dijadikan objek.Masing-masing tetap harus bisa
memerankan dalam kebersamaan tersebut dengan tanpa melupakan fungsi
checks and balances.Hal ini menjadi penting karena,bagaimanapun,dalam
proses perjalanan membangun Indonesia yang lebih baik ini, akan tetap
muncul deviasi atau anomali-anomali yang tidak bisa dihindarkan.Di sinilah
fungsi checks and balances diperlukan.Pers juga tetap memiliki peran yang
kuat,bagaimana memberikan kontrol agar proses mewujudkan Indonesia
yang lebih baik tetap berjalan on track. Kontrol ini tetap penting dan kita
berharap setiap elemen bangsa tidak alergi dengan peran kontrol dari pers
maupun lembaga-lembaga lain yang memerankan fungsi kontrol ini.Namun,
kita juga mengharapkan, peran kontrol itu tidak dalam konteks yang
destruktif,tetapi lebih bersifat konstruktif dan seimbang.

Kita optimistis,dengan pendekatan ini,yang berada di kekuasaan tidak
merasa alergi dengan kontrol sehingga kreativitas dan semangat mereka
untuk membangun bangsa tetap kuat,sementara yang memerankan fungsi
kontrol tidak  bersikap sembrono alias asal bersikap beda karena mereka
memahami bahwa kontrol itu diperlukan dalam konteks yang benar,bukan
dalam konteks ingin menghancurkan. Dengan munculnya kesadaran ini,
berarti Indonesia sudah bisa disebut telah berjalan menuju Indonesia yang
lebih baik (*)
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di Bidang Hukum
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Hukum UGM,
Yogyakarta

Mohammad
Fajrul Falaakh
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Paradigma Baru Kepemudaan

Kinerja lembaga-
lembaga hukum
saat ini justru tak

menggembirakan.
Saling sodok 

di antara lembaga
penegakan 

hukum sedang
mengemuka,

termasuk di antara
lembaga-lembaga

negara yang
menyandang

fungsi represif dan
pengawasan.
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